OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 56 /POJK.05/2017
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 1/POJK.05/2016 TENTANG INVESTASI SURAT BERHARGA NEGARA
BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk memperluas pilihan instrumen investasi
kepada lembaga jasa keuangan non-bank tanpa
mengabaikan aspek keamanan, kesesuaian dengan
karakteristik liabilitas lembaga jasa keuangan non-
bank, dan imbal hasil yang diperoleh serta peranan
investor domestik dalam pembiayaan pembangunan
nasional, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga
Negara bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat
Berharga Negara bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-
Bank;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan



Mengingat

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga

Negara bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana
Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3477);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5256);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang
Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5618);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5835);

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga
Negara bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5834);

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
36/POJK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2016



Menetapkan

tentang Investasi Surat Berharga Negara bagi
Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2016 Nomor 238,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5947);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN OTORITAS JASA
KEUANGAN NOMOR 1/POJK.05/2016 TENTANG
INVESTASI SURAT BERHARGA NEGARA BAGI LEMBAGA
JASA KEUANGAN NON-BANK.

Pasal I
Ketentuan Pasal 4A dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat
Berharga Negara bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5834) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara
bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 238,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5947), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A
(1) Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dapat memenuhi
ketentuan batas minimum penempatan investasi SBN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3
dengan melakukan penempatan investasi pada:
a. obligasi dan/atau sukuk yang diterbitkan oleh
badan usaha milik negara, badan wusaha milik

daerah, dan/atau anak perusahaan dari badan



(2)

(3)

usaha milik negara, yang penggunaan dananya
untuk pembiayaan infrastruktur;

b. efek beragun aset yang penggunaan dananya
untuk pembiayaan infrastruktur yang dilakukan
badan wusaha milik negara, badan wusaha milik
daerah, dan/atau anak perusahaan dari badan
usaha milik negara;

c. reksa dana penyertaan terbatas yang
penggunaan dananya untuk pembiayaan
infrastruktur yang dilakukan badan usaha milik
negara, badan wusaha milik daerah, dan/atau
anak perusahaan dari badan usaha milik
negara; dan/atau

d. instrumen investasi selain instrumen investasi
sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai
dengan huruf c¢, yang penggunaan dananya
untuk pembiayaan proyek infrastruktur
pemerintah.

Penempatan investasi Lembaga Jasa Keuangan Non-

Bank pada instrumen investasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan

huruf d yang dapat diperhitungkan  sebagai
pemenuhan ketentuan batas minimum penempatan
investasi SBN dilakukan dengan ketentuan paling
tinggi 50% (lima puluh persen) dari batas minimum
yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 dan Pasal 3.

Penempatan investasi pada obligasi dan/atau sukuk

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus

dilakukan pada obligasi dan/atau sukuk yang
tercatat di bursa efek di Indonesia atau dalam
sistem electronic trading platform (ETP) di Indonesia
dan memiliki peringkat paling rendah investment
grade dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui

oleh OJK.



(4)

(9)

(6)

(7)

(8)

)

Penempatan investasi pada efek beragun aset
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus
memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. telah mendapat pernyataan efektif dari OJK;

b. memiliki peringkat paling rendah investment
grade dari perusahaan pemeringkat efek yang
diakui oleh OJK; dan

c. dilakukan melalui penawaran umum
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang pasar modal.

Penempatan investasi pada reksa dana penyertaan

terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

¢ harus dilakukan pada reksa dana penyertaan
terbatas yang telah tercatat di OJK.

Pemenuhan ketentuan memiliki peringkat investment

grade sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat

(4) dilakukan pada saat penempatan investasi.

Penempatan investasi Lembaga Jasa Keuangan Non-

Bank pada instrumen investasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat melampaui batasan

investasi  sebagaimana  diatur dalam = ketentuan
mengenai investasi Lembaga Jasa Keuangan Non-

Bank.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak

berlaku untuk BPJS Kesehatan dan BPJS

Ketenagakerjaan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai instrumen investasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur

dalam Surat Edaran OJK.

Pasal II

Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.



Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Agustus 2017

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 192

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum
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Yuliana



